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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEB0NG 
N0M0R :Z TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 7 TAHUN 
2019 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI 
NEGERI S1PIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

Menimbang 

Mengingat 

Oipindai dengan CamScanner 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa sehubungan adanya perubahan atas beberapa 
ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 
untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan 
dan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan 

' Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang 
Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati 
Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya 
Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai 
Negeri Sipil dao Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, I<olusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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,j;-' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara- (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5934); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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Menetapkan 

1'+. t'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan . Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

15. Peraturan tv.lenteri Ke~angan Nomor l 13/PMK.05/2012 
tentang PerJalanan Dmas Bagi Pejabat Negara Pegawai 
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; ' 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

17. Peraturan Daerah Namer 9 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133); 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nornor 124, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun 2017 Nomor 127). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 7 TAHUN 
2019 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, 
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Pasal I 

Ketentuan La.mpiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan ~piran. VII Perat':1"an 
Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2019 tentang B1aya Per.Jal~nan Dmas 
Bagi Bupati, Wal<ll Bupati, Pimpinan dan Angg~ta De""'.an _P~rw~?-11 Rakyat 
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negen S1pil d1 ~mgl<Ungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Re3ang Le~ong 
Tahun 2019 Nomor 524), diubah sebagaimana tercantum dalam lamp1ran 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal ll ---l'eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal / '"f~br-u.ori 2020 

SEKRET 
KABUPATEN 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

, 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal I -=ri!brL1ar-i 2020 

BUPATI REJANG LEBONG, 

SERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 5/!J 
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Lampiran HI 

" 

Peraturan Bupati Rejang Lebong 
Nomor : 2 Tahun 2020 
Tanggal : / ft:bt«a,..- 2020 

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS! (PER/HARi) 

NO. TUJUAN KABUPATEN/ KOTA JUMLAH 

I KOTA BENOKULU 450.000 

2 KABUPATEN KEPAHJANO 250.000 

3 KABUPATEN LEBONO 275.000 

4 KABUPATEN BENOKULU TENGAH 300.000 

5 KABUPATEN B ENOKULU UTARA 550.000 

6 KABUPATEN BENOKULU SELATAN 550.000 

7 KABUPATEN KAUR 750.000 

8 KABUPATEN SELUMA 450.000 

9 KABUPATEN MUKO MIJKO 750.000 

BUPATI REJANG LEBONO, 

PII.RAF 
KOORO:NASI 
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Lampiran IV Pcraturan Bupatl Rejang Lcboog 
Nomor : 2 Tahun 2020 
Tangglll : / ~6,.,,,,,, /2020 

BATAS TERTINGGI BIAVA PENGINAPAN PERJALANAN OINAS LUAR OAERAH 
OALAM PROVINS! DAN PERHARI / AT COST 

We.kll Bup•U 
ADQOh 

TUJVAII KABUPATEN/ KOTA 
llupatl / / W•kLl Hetu• DPRD/E.clon 

t 1cJon ID / Jt,,eloo IV / Golongaa D 

Ketu• DPRD DPRD / D 
Ooloepa IV Ooloo,p.o Ul / 1 / Sopt.r 

Sekd• 

KOTA BENOKUUJ 2.000.000 1.500.000 1.000.000 800.000 750.000 550.000 

KABUPATEN ICEPMIIANO 465.000 465.000 440.000 385.000 330.000 220.000 

l,{ASUPATEN LEBONG ◄65.000 465.000 440.000 385.000 330.000 220.000 

ICABUPATE'N BEXOKVLU TENOJ\H 465.000 465.000 440,000 385.000 JJ0.000 220.000 

Ki\BUPATEN 8£-NOKVLU VTARA !.000.000 800.000 700.000 450.000 400.000 250.000 

KABUPATEN OENOKULV SE"L\TAN 465.000 465.000 440.000 385.000 330.000 220.000 

KABUP/1.TEN MUKO MUKO 1.000.000 800.000 700.000 450.000 400.000 250.000 

h'.A8UPATE:fi KAUR 1.000.000 800.000 700.000 <SO.ODO 400.000 250.000 

KABUPATEN SELUMA 465.000 465.000 410.000 385.000 330.000 220.000 

BUPATIREJANG 

I r ; ~<AF 7 
KO~r-0.::2~. 
1"'- ~ • I 

-:;;, .:.;-- ~ ---- - .. ., 
k/,H,\(l I 

K,\SUs fli,G '--r 
OINAS ~ 

PEMR/.\KARSA / 
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Lo.mpiran V Peraturen Bupttti Rejang Lebong 
Nomor : J. Tahun 2020 
Tanggal : / 'Hhn«l,;2020 

UANG REPRES&NTATIF BAGI BUPATI / WAKll, BUPATI/ PIMPINAN DPRD/ S&l{DA / ANGGOTA 
DPRD/ PEJABAT ES&LON II I{& LUAR DA&RAH 

DESAJUIYA (RPI DALAM KETEAAMGAN 
NO. NAMA JABATA.N 

B1'SARNYA (RPI LUAR 
PROPINSI PROPINSJ 

'" "' 1 6up,ui 

2 Waki.1 BupatijKetue. OPRD 

3. Wakil Ketua DPRD f Sckda 

4 Anggota OPRO 

5 Pejabat &eton U 

'" 2.000.000 

1.750.000 

1.500.000 

1.250.000 

750.000 

PARAF 
KOORi.lli~ASI 

A$1STE.N 

!<ASIJ&O,\G 
DINAS 

PEM~AKARSA 

'" 
1.500.000 Per•hari 

1.250.000 Pcr•hari 

1.200.000 Pct-hari 

1.100.000 Per-hari 

600.000 Pe.r•hari 

BUPATI RE.JANG L&BONG, 



 

NO 

(1) 

1 

( 
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Lamplran VII Peraturan Bupati Rejang l ebong 
Nomor : 1- Tahun 2020 
Tonggol : I qbrwrf 2020 

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERJ / LUAR PROVINS! 

URAIAN SATUAN 

(21 (3) 

SELURUH PROVJNSI OI INOONESIA OH 

WAKIL 
BUPATII 8UPATI/ SEKOAI 
KETUA WAKIL ANGGOTA 
OPRO KETlJA DPRO 

OPRD 
( 4) {5) 

2.175.000 2.100.000 1.950.000 

Pf. Rt\F 
KOORO:NASI 

KASuBnAG 
DIIJAS 

1PEMR/..Kt .. .RSA 

STAF STAF 
ESELON 11 ESELON Ill ESELONIV GOLONGAN GOLONGAN 

NOAN III II OANI 

(6) (7) (6) (9) 110 1 

1.550.000 1.200.000 900.000 750.000 650.000 

BUPATI RE.JANG LEBONG 

.. 


